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KASUS HARIAN MASIH FLUKTUATIF

Prokes Tetap Harus Diterapkan

Sepanjang pemerintah belum me-

nyatakan pandemi berakhir, tang-

gap darurat masih diperpanjang,

PPKM berskala mikro masih diber-

lakukan, saya minta masyarakat

tetap mengedepankan prokes. “Ja-

ngan sampai karena mayoritas ber-

ada di zona hijau, masyarakat jadi

abai dan tidak menerapkan prokes,”

kata Kepala Dinas Kesehatan DIY,

Pembajun Setyaningastutie MKes di

Yogyakarta, Sabtu (20/2).

Pembajun mengatakan, pelaksa-

naan vaksinasi saat ini sedang di-

gencarkan oleh pemerintah. Walau-

pun begitu, bukan berarti mereka

yang sudah divaksin jadi abai dan ti-

dak menerapkan prokes. Meski su-

dah divaksin, kalau tidak mau me-

nerapkan prokes sama sekali tidak

menutup kemungkinan bisa terpa-

par. Saya tidak akan pernah bosan

mengingatkan masyarakat untuk

selalu mentaati prokes. Karena de-

ngan mentaati prokes, tidak hanya

melindungi diri sendiri tapi juga

orang di sekitarnya,” tandasnya.

Terpisah, Juru Bicara (Jubir) Pem-

da DIY untuk Penanganan Virus

Korona, Berty Murtiningsih menga-

takan kasus terkonfirmasi Covid-19

harian di DIY mengalami penam-

bahan 201 kasus, sehingga total ka-

sus terkonfirmasi mencapai 26.281

kasus pada Sabtu (20/2). Kasus sem-

buh di DIY bertambah 129 kasus, se-

hingga total sembuh menjadi 19.846

kasus. Kasus meninggal bertambah

3 kasus, sehingga totalnya ada 627

kasus, dari hasil verifikasi data Di-

nas Kesehatan  Kabupaten/Kota.

Berty juga menegaskan,  masyara-

kat DIY tetap diminta disiplin mela-

kukan protokol kesehatan 5M, yaitu

menggunakan masker, mencuci ta-

ngan dengan sabun, menjaga jarak,

menghindari kerumunan, dan me-

ngurangi mobilitas.

Berty yang juga Kepala Bidang

(Kabid) Pencegahan dan Pengenda-

lian Penyakit Dinkes DIY, menam-

bahkan bahwa persediaan tempat

tidur (TT) di 27 Rumah Sakit (RS)

Rujukan Covid-19 di DIY sudah di-

tambah. Jumlah ketersediaan total

bed di DIY mencapai 910 bed, de-

ngan TT yang terpakai saat ini seki-

tar 50 persen. (Ria/Ira)-f

YOGYA (KR) - Hasil pemetaan zonasi yang dilakukan di

27.334 RT di DIY tidak ditemukan adanya zona merah.

Meskipun demikian, Dinas Kesehatan DIY meminta masya-

rakat DIY tetap mengedepankan protokol kesehatan (Prokes)

dalam setiap aktivitas. Pasalnya, selain jumlah kasus harian

yang masih fluktuatif, hanya dengan penegakan Prokes pe-

nambahan kasus positif di masyarakat bisa ditekan.

UNTUK DAERAH BELUMTERJANGKAU ELTE

Tilang Semi Elektronik Masih Berlaku
JAKARTA (KR) - Korlantas

Polri menyatakan bahwa tilang se-

mi elektronik masih tetap berlaku

untuk daerah-daerah yang belum

dijangkau sistem tilang elektronik

atau electronic traffic law enforce-

ment (ETLE). 

Cara penilangan dengan sistem

semi elektronik adalah petugas

langsung menindak pelanggar de-

ngan tilang dan pelanggar memba-

yar denda tilang dengan menggu-

nakan sistem tilang elektronik (E-

Tilang) untuk menghindari penya-

lahgunaan wewenang polantas di

lapangan.

“Untuk daerah yang belum ter-

jangkau kamera ETLE, petugas

tetap akan melakukan penindakan

terhadap para pelanggar secara se-

lektif prioritas, yaitu pelanggaran

yang berpotensi mengakibatkan ke-

celakaan lalu lintas atau yang

membahayakan pengguna jalan

lainnya,” kata Kasubdit Penin-

dakan Pelanggaran (Dakgar) Dit-

gakkum Korlantas Polri Kombes

Pol Abrianto Pardede melalui

siaran pers di Jakarta, Sabtu (20/2).

Penilangan ini bertujuan mener-

tibkan masyarakat pengguna jalan

sehingga kamseltibcarlantas (kea-

manan, keselamatan, ketertiban,

kelancaran berlalu lintas) bisa ter-

wujud. Abrianto berharap kesa-

daran tertib berlalu lintas masyara-

kat sudah tertanam pada diri ma-

sing-masing, bukan karena keber-

adaan polantas di jalan.

Penegakan hukum terhadap pe-

langgar lalu lintas secara online ini

sudah berjalan di beberapa kota be-

sar di Indonesia, seperti di DKI

Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah,

Daerah Istimewa Yogyakarta dan

Jawa Timur. Sementara untuk

tingkat nasional direncanakan di-

berlakukan secara bertahap. “Ka-

rena luasnya wilayah Indonesia,

tentu saja belum semuanya bisa

terjangkau dengan penerapan ti-

lang sistem ETLE,” imbuhnya.

Tilang elektronik adalah salah

satu solusi untuk mengatasi dan

mengantisipasi pelanggaran lalu

lintas dan upaya menghilangkan

stigma di masyarakat yang menge-

sankan polantas sering menerap-

kan pungli dalam penilangan sela-

ma ini.

Dengan tilang elektronik, di-

harapkan bisa menghilangkan stig-

ma itu, mencegah adu argumentasi

dan merasa benar antara polantas

dan pelanggar serta menghi-

langkan peluang adanya penyua-

pan terhadap polantas.

Keuntungan tilang elektronik

lainnya antara lain, pelanggar ti-

dak perlu menghadiri sidang di pe-

ngadilan, data tilang langsung ter-

koneksi dengan back office sehing-

ga diperoleh data akurat serta ter-

koneksi dengan bank untuk pemba-

yaran denda. “Kami berharap de-

ngan adanya penjelasan ini masya-

rakat tidak merasa bingung lagi

mensikapi rencana pemberlakuan

tilang elektronik secara nasional,”

kata Kombes Abrianto Pardede. 

(Ant)-f

PRESIDEN TUNJUK ALI GHUFRON MUKTI

Dirut BPJS Kesehatan 2021-2026 
JAKARTA (KR) - Pre-

siden Joko Widodo menun-

juk mantan Wakil Menteri

Kesehatan Ali Ghufron

Mukti sebagai Direktur

Utama Badan Penyeleng-

gara Jaminan Sosial

(BPJS) Kesehatan 2021-

2026. Sedangkan mantan

Direktur Jenderal Pence-

gahan dan Pengendalian

Penyakit Kementerian Ke-

sehatan Achmad Yurianto

yang juga sempat menjadi

Juru Bicara Gugus Tugas

Percepatan Penanganan Covid-19 menja-

di Ketua Dewan Pengawas BPJS Ke-

sehatan.

Hal tersebut tertuang dalam Keputus-

an Presiden (Keppres) No 37/P Tahun

2021 tentang Pengangkatan Keanggota-

an Dewan Pengawas dan Keanggotaan

Direksi BPJS Kesehatan masa jabatan

tahun 2021-2026 yang ditetapkan pada

19 Februari 2021 dan dikutip di Jakarta,

Sabtu (20/2).

Nama-nama direksi dan Dewas BPJS

Kesehatan tersebut berasal

dari panitia seleksi yang

telah bekerja sejak 21

September - 16 Desember

2020. Saat itu pansel men-

gantongi 16 nama calon di-

reksi dan 13 nama calon

Dewas BPJS Kesehatan.

Adapun susunan Dewan

Direksi BPJS Kesehatan

adalah, Ali Ghufron Mukti

sebagai Direktur Utama,

kemudian Andi Afda, Arief

Witjaksono Juwono Putro,

David Bangun, Edwin

Aristiawan, Lily Kresnowati, Mahlil Ruby

dan Mundiharno sebagai Direktur

Sedangkan Dewan Pengawas BPJS

Kesehatan terdiri atas Achmad Yurianto

(unsur pemerintah) sebagai Ketua, kemu-

dian Regina Marina Wiwieng Handayani

(unsur pemerintah), Indra Yana (unsur

pekerja), Siruaya Utamawan (unsur pe-

kerja), Iftida Yasar (unsur pemberi kerja),

Inda Deryanne Hasman (unsur pemberi

kerja) dan Ibnu Naser Arrohimi (unsur to-

koh masyarakat) sebagai anggota.  (Ati)-f

KR-Surya Adi Lesmana

JALUR EVAKUASI RUSAK: Pengendara melintasi jalan yang rusak di

Surowono Kemalang Klaten. Hingga Sabtu (20/2) sejumlah ruas jalan di

daerah ini dalam kondisi rusak. Warga berharap ada perbaikan meng-

ingat jalan ini menjadi salah satu alternatif jalur evakuasi jika Gunung

Merapi dalam kondisi darurat. 

KR-Istimewa

Ali Ghufron Mukti


